[image: image1.png]



MODUL PEMBELAJARAN

KEPERAWATAN PANCASILA
[image: image2.jpg]|AKPER

PEMKAB NGAWI

MODUL PEMBELAJARAN
PANCASILA

\ KESEHATAN KETONGGO
PERAWATAN
MKAB NGAWI

HIDIN NO. 49, KARANG TENGAH,

A TIMUR 63213 TELP (0351) 744859
FAX : (0351) 749569

'E-MAIL : ADMIN@AKPERNGAWI.AC.ID

WEBSITE : HTTPS://AKPERNGAWI.AC.ID



AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB NGAWI
DOSEN PENGAMPU :

1. Pariyem, S.Kep.,Ns.,M.Kes
2. Lucky Amatur Rohmani, M.Pd
YAYASAN PENDIDIKAN KESEHATAN KETONGGO

AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB NGAWI
MODUL PEMBELAJARAN

KEPERAWATAN PANCASILA

[image: image3.jpg]PANCASILA



AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB NGAWI

DOSEN PENGAMPU :

1. Pariyem, S.Kep.,Ns.,M.Kes
2. Lucky Amatur Rohmani, M.Pd
TEMPAT & WAHANA
Akademi Keperawatan Pemkab Ngawi
YAYASAN PENDIDIKAN KESEHATAN KETONGGO

AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB NGAWI
MODUL PEMBELAJARAN

KEPERAWATAN PANCASILA
AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB NGAWI

IDENTITAS PEMILIK
Nama : ………………………………

NIM   :..………………………………

YAYASAN PENDIDIKAN KESEHATAN KETONGGO

AKADEMI KEPERAWATAN PEMKAB NGAWI

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena kami telah menyelesaikan Modul Pembelajaran sebagai bahan acuan dalam melaksanakan tindakan keperawatan Pancasila .
Modul ini merupakan dokumen yang berisikan serangkaian informasi dan intruksi tertulis dalam setiap tindakan Keperewatan Pancasila sehingga setiap mahasiswa mampu melakukan tindakan sesuai prosedur yang tepat. Kami menyadari bahwa Modul ini belum sempurna, untuk itu perlu dilakukan revisi jika diperlukan untuk masa yang akan datang.
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaian buku ini, semoga Modul Pembelajaran ini dapat bermanfaat sebagai salah satu pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran. Kami berharap buku ini dapat digunakan sebaik-baiknya dalam pencapaian kemampuan mahasiswa sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Hormat kami, 








          


       Penulis

VISI DAN MISI INSTITUSI

AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

VISI

Menjadi lembaga pendidikan tinggi kesehatan yang unggul dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang kompeten, berjiwa Pancasila dan berwawasan global pada bidang kesehatan sesuai kebutuhan lulusan pada tahun 2031.

MISI

Misi Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ngawi adalah

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di bidang kesehatan yang berorientasi pada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan (IPTEKKes) yang berakhlak mulia.

2. Menyelenggarakan penelitian di bidang kesehatan yang sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan (IPTEKKes).

3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan (IPTEKKes) dalam rangka menyejahterakan masyarakat.

4. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan tinggi yang sehat dengan memperhatikan pengembangan sumberdaya manusia dan sarana prasarana untuk menunjang keunggulan institusi.

5. Menyelenggarakan kerja sama dengan stakeholders dan Institusi di tingkat nasional dan Internasional dalam rangka mendukung kegiatan akademik dan non akademik.

VISI MISI PROGRAM STUDI

AKADEMI KEPERAWATAN PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI

VISI

Menjadi program studi D3 yang menghasilkan perawat vokasional yang berakhlak mulia, kompeten, dan unggul di bidang homecare serta mampu bersaing secara nasional dan berwawasan global pada tahun 2031.

MISI

Misi Program Studi Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Ngawi adalah

1. Menyelenggarakan pendidikan keperawatan yang menghasilkan lulusan ahli madya keperawatan yang berorientasi pada pelayanan homecare dengan mengedepankan sikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab serta berwawasan global.

2. Menyelenggarakan penelitian kesehatan yang sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan (IPTEKKes) dengan mengedepankan sikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab.

3. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kesehatan (IPTEKes) dengan mengedepankan sikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab.

4. Menyelenggarakan tata kelola prodi yang sehat dengan terus memperhatikan pengembangan Sumber Saya Manusia dan sarana prasarana yang menunjang keunggulan program studi.

5. Menyelenggarakan kerja sama dan memanfaatkan teknologi informasi terkini untuk mendukung perkembangan program studi
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BAB I
 PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT DAN IDEOLOGI

A. PENGERTIAN SEBAGAI FILSAFAT

 
Pancasila adalah lima sila yang merupakan satu kesatuan rangkaian nilai-nilai luhur yang bersumber dari nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia yang sangat majemuk dan beragam dalam artian BHINEKA TUNGGAL IKA. Esensi seluruh sila-silanya merupakan suatu kasatuan. Pancasila berasal dari kepribadian Bangsa Indonesia dan unsur-unsurnya telah dimiliki oleh Bangsa Indonesia sejak dahulu. Objek materi filsafat adalah mempelajari segala hakikat sesuatu baik materal konkrit (manusia,binatang,alam dll) dan abstak (nilai,ide,moral dan pandangan hidup). Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Yang dimaksud dengan sistem adalah suatu kesatuan bagian bagian yang saling berhubungan, saling bekerjasama untuk satu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh.


ciri-ciri sebagai berikut :

a. suatu kesatuan bagian-bagian

b. bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri

c. saling berhubungan dan saling ketergantungan

d. kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan bersama (tujuan sistem)

e. terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks.
B. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI

Istilah ideologi berasal dari kata ‘idea’ yang berarti ‘gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita’ dan ‘logos’ yang berarti ‘ilmu’. Secara harfiah, ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dasar. Istilah ideologi pertama kali di kemukakan oleh Destutt de Tracy seorang perancis pada tahun 1796. Karl Marx mengartikan Ideologi sebagai pandangan hidup yang dikembangkan berdasarkan kepentingan golongan atau kelas sosial tertentu dalam bidang politik atau sosial atau sosial ekonomi.

Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara indonesia maka pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain didunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat indonesia sebelum membentuk negara, dengan kata lain unsur-unsur yang merupakan materi Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat indonesia sendiri, sehingga bangsa ini merupakan kausa materialis (asal bahan) Pancasila.
BAB II
 KARAKTERISTIK IDENTITAS NASIONAL DAN PROSES BERBANGSA DAN BERNEGARA

A. PENGERTIAN IDENTITAS NASIONAL

Identitas nasional berasal dari kata "national identity" yang dapat diartikan sebagai "kepribadian nasional" atau "jati diri nasional". Kepribadian nasional atau jati diri nasional adalah jati diri yang dimiliki oleh suatu bangsa. Identitas nasional terbentuk karena kita merasa bahwa kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai pengalaman bersama, sejarah yang sama, dan penderitaan yang sama. Identitas nasional itu diperlukan dalam interaksi karena di dalam setiap interaksi para pelaku interaksi mengambil suatu posisi dan berdasarkan posisi tersebut para pelaku menjalankan peranan-peranannya sesuai dengan corak interaksi yang berlangsung, maka dalam berinteraksi orang berpedoman pada kebudayaannya.Identitas Nasional pada hakikatnya merupakan "manifestasi nilai- nilai hudaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu nation (bangsa) dengan ciri-ciri khas, dan dengan ciri-ciri yang khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam hidup dan kehidupannya". (Wibisono Koento:2005)Identitas nasional adalah ciri, tanda, atau jatidiri bangsa yang berbedadengan bangsabangsa lain. Identitas nasional lebih merujuk pad a identitas bangsa dalam pengertian politik (political unity). Identitas nasional Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain salah satu di antaranya adalah adanya ideologi Pancasila sebagai dasar filsafat, pandangan hidup, kepribadian. dan dasar negara.
B. PENGERTIAN PROSES BERBANGSA DAN BERNEGARA

Bangsa adalah suatu masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi keluar dan kedalam. Jadi mereka diikat oleh satu kekuasaan politik yaitu negara. Ada dua proses pembentukan bangsa negara yaitu model ortodoks dan model mutakhir. Pertama, model ortodoks bermula dari adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian bangsa itu membentuk satu negara tersendiri. Kedua, model mutakhir yang berawal dari adanya negara terlebih dahulu, yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduk negara merupakan sekumpulan suku bangsa dan ras. Kedua model ini berbeda dalam empat hal, Pertama, ada tidaknya perubahan unsur dalam masyarakat. Kedua, lamanya waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan bangsa-bangsa. Ketiga, Kesadaran politik masyarakat pada model ortodoks muncul setelah terbentuknya bangsa-negara, sedangkan dalam model mutakhir, kesadaran politik warga muncul mendahului bahkan menjadi kondisi awal terbentuknya bangsa- negara. Keempat, derajat partisipasi politik dan rezim politik.
Negara adalah organisasi kekeasaan dari persekutuan hidup manusia. Terjadinya negara-bangsa Indonesia merupakan proses atau rangkaian tahap-tahap yang berkesinambungan. Proses terbentuknya negara-bangsa Indonesia secara teoritis dilukiskan sebagaimana dalam keempat alinea Pembukaan UUD 1945, sebagai berikut:

1. Terjadinya negara tidak sekedar dimulai dari proklamasi tetapi adanya pengakuan akan hak setiap bangsa untuk memerdekakan dirinya. Bangsa Indonisia memiliki tekad kuat untuk menghapus segala penindasan dan penjajahan suatu bangsa atas bangsa yang lain. Inilah sumber motifasi perjuangan. (alinea 1 pembukaan UUD 1945).
2. Adanya perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan dan menghasilkan proklamasi. Jadi dengan proklamasi tidaklah selesai kita bemegara. Negara yang kita cita-citakan adalah menuju pada keadaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. (alinca II pembukaan UUD 1945)
3. Terjadinya bangsa Indonesia adalah kehendak bersama seluruh bangsa. Indonesia. Disamping itu adalah kehendak dan atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Ini membuktikan bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius dan mengakui adanya motivasi spiritual. (alinea III pembukaan UUD 1945) 5 Negara Indonesia perlu menyusun alat-alat kelengkapan negarayang meliputi tujuan negara, bentuk negara, system pemerintahan negara,UUD negara dan dasar negara. Dengan demikian semakin sempurna proses terjadinya negara Indonesia. (alinea IV pembukaan UUD

BAB III 

SISTEM POLITIK KETATANEGARAAN INDONESIA
A. PENGERTIAN SISTEM POLITIK

1. Pengertian Sistem

Sistem adalah suatu kebulatan atau keseluruhan yang kompleks dan Terorganisasi.

2. Pengertian Politik

Politik berasal dari bahasa yunani yaitu "polis" yang artinya Negara kota. Istilah politik dalam ketatanegaraan berkaitan dengan tata cara pemerintahan, Politik biasanya menyangkut kegiatan partai politik, tentara dan organisasi kemasyarakatan.

Dapat disimpulkan bahwa politik adalah interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama masyarakat yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu.

3. Pengertian Sistem Politik

Menurut Drs. Sukarno, sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara.

4. Pengertian Sistem Politik di Indonesia

Sistem politik Indonesia diartikan sebagai kumpulan atau keseluruhan berbagai kegiatan dalam Negara Indonesia yang berkaitan dengan kepentingan umum termasuk proses penentuan tujuan, Politik adalah semua lembaga-lembaga negara yang tersebut di dalam konstitusi negara (termasuk fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif).

Dalam Penyusunan keputusan-keputusan kebijaksanaan diperlukan adanya kekuatan yang seimbang dan terjalinnya kerjasama yang baik antara suprastruktur dan infrastruktur politik sehingga memudahkan terwujudnya cita-cita dan tujuan-tujuan masyarakat/Negara. Dalam hal ini yang dimaksud suprastruktur politik adalah Lembaga-Lembaga Negara. Lembaga-lembaga tersebut di Indonesia diatur dalam UUD 1945 yakni MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden.

5.Sejarah Sistem Politik Indonesia bisa dilihat dari proses politik yang terjadi di dalamnya. Namun dalam menguraikannya tidak cukup sekedar melihat sejarah Bangsa Indonesia tapi diperlukan analisis sistem agar lebih efektif. Dalam proses politik biasanya di dalamnya terdapat interaksi fungsional yaitu proses aliran yang berputar menjaga eksistensinya. Sistem politik merupakan sistem yang terbuka, karena sistem ini dikelilingi oleh lingkungan yang memiliki tantangan dan tekanan..

Dalam melakukan analisis sistem bisa dengan pendekatan satu segi pandangan saja seperti dari sistem kepartaian, tetapi juga tidak bisa dilihat dari pendekatan tradisional dengan melakukan proyeksi sejarah yang hanya berupa pemotretan sekilas. Pendekatan yang harus dilakukan dengan pendekatan integratif yaitu pendekatan sistem, pelaku-saranan- tujuan dan pengambilan keputusan

Kapabilitas sistem adalah kemampuan sistem untuk menghadapi kenyataan dan tantangan. Pandangan mengenai keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini berbeda diantara para pakar politik. Ahli politik zaman klasik seperti Aristoteles dan Plato dan diikuti oleh teoritisi liberal abad ke-18 dan 19 melihat prestasi politik diukur dari sudut moral.

Sedangkan pada masa modem sekarang ahli politik melihatnya dari tingkat prestasi (performance level) yaitu seberapa besar pengaruh lingkungan dalam masyarakat, lingkungan luar masyarakat dan lingkungan internasional. Pengaruh ini akan memunculkan perubahan politik. Adapun pelaku perubahan politik bisa dari elit politik, atau dari kelompok infrastruktur politik dan dari lingkungan internasional

6. Fungsi politik

Secara garis besar fungsi-fungsi pokok politik yang harus berjalan dalam sebuah sistem politik/ negara adalah:

a. Fungsi perumusan kepentingan
Yaitu fungsi menyusun dan mengungkapkan tuntutan politik dalam suatu negara. Orang per orang atau kelompok-kelompok dalam sayarakat harus menentukan apa yang menjadi kepentingan mereka, atau apa yang ingin mereka dapatkan dari negara/ politik. Fungsi ini seharusnya terutama dijalankan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau kelompok- kelompok kepentingan

b. Fungsi pemaduan kepentingan
Yaitu fungsi menyatupadukan tuntutan-tuntutan politik dari berbagai pihak dalam suatu negara dan mewujudnyatakannya ke dalam berbagai alternatif kebijakan. Pihak yang paling bertanggungjawab untukmemadukan kepentingan adalah partai politik. Namun demikian, proses pemaduan kepentingan juga terjadi di lembaga-lembaga legislatif dan eksekutif.

c. Fungsi pembuatan kebijakan umum
Yaitu fungsi untuk mempertimbangkan berbagai alternatif kebijakan yang diusulkan oleh partai politik dan pihak-pihak lain, untuk dipilih salah satu di antaranya sebagai satu kebijakan pemerintahan. Pelaku fungsi ini adalah lembaga legislatif dan eksekutif (pembuatan undang-undang) atau lembaga eksekutif sendiri (pembuatan peraturan pemerintah).

d. Fungsi penerapan kebijakan
Yaitu fungsi melaksanakan berbagai kebijakan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Pelaksana kebijakan pemerintah adalah aparat birokrasi pemerintah di bawah pimpinan pejabat eksekutif.

e. Fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan

Yaitu fungsi mengadili pelanggar hukum. Pelaku peran untuk mengadili adalah lembaga peradilan, yakni Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan perdilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

BAB IV 

DEMOKRASI DAN DEMOKRASI PENDIDIKAN

A. PENGERTIAN DEMOKRASI

Istilah “Demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, Demos yang berarti rakyat, 

dan Kratos yang berarti pemerintahan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan Demokrasi  adalah sistem pemerintahan yang berasal dari rakyat, dan  mengikutsertakan rakyat dalam  pemerintahan Negara. Dari sudut terminologi atau istilah, banyak sekali  deﬁnisi demokrasi yang dikemukakan oleh pra ahli politik yang masing- masing memberikan deﬁnisi dari susdut yang berbeda-beda. Berikut ini 

beberapa deﬁnisi tentang demokrasi. 

1. Hariris Soche 

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan rakyat, karena itu kekusaan 

pemerintah itu melekat pada diri rakyat, diri orang banyka, dan merupkan 

hak bagi rakyat atau orang banyak untuk mengatur, memepertahankan, 

dan melindungi dirinya dari paksaan dan perkosaan orang lain atau badan 

yang diserahi untuk pemerintah. 

2. Henry B. Mayo 

Sistem politik demokratis adalah sistem yang menunjukan bahwa 

kebijaksanaan umum di tentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil 

yang diawasi secara efektif oleh rkayat dengan pemilihan-pemilihan 

berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaa politik dan di 

selenggarakan dalam suasana terjaminya sisitem politik. 

3. International Commission of Jurist 

Demokrasi adalah sustu bentuk pemerintahan dimana hak untuk 

keputusan-keputusan politik didelenggarakan oleh warga negara melalui 

wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggung jwab kepada 

mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas. 

4. C. F. Strong 

Demokrasi adalah sustu sistem pemerintahan diman mayoritas anggota 

dewasa dari masyarakat politik ikut serta atas dasar sistem perwakilan 

yang menjamin bahwa pemerintah akahirnya mempertanggung jawabkan 

tindakan-tindakan pada mayoritas itu. 

5. Abraham Lincoln tahun 1863 

Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk 

rakyat ( government of the people, by the people and for the people). Hal 

ini merupakan pengertian demoraksi yang paling populer dari pengertian 

yang ada. 

Istilah demokrasi pertama kali dipakai di Yunani kuno, khusunya di 

kota Arthea, untuk menunjukaan sisitem pemerintahan yang berlaku 

disana. Kota-kota didaerah Yunani pada waktu itu merupakan kota kecil. 

Penduduknya tidak begitu banyak sehingga mudah dikumpulakn oleh 

pemerintah dalam satu rapat untuk musyawarah. Dalam rapat itu diambil 

keputusan bersama mengenai garis-garis besar kebijaksanaan 

pemerintah yang akan dilaksanakan dan segala permasalahan mengenai 

kemasyarakatan.

Macam-macam demokrasi 

1. Demokrasi dengan sistem Parlementer 

Menurut sistem ini hubungannya sangat erat antara Badan Eksekutif (pemerintah) dan Badan Legislatif (Badan Perwakilan Rakyat)
2. Demokrasi dengan sistem Pemisahan Kekuasaan 

Demokrasi ini menyatakan tidak ada hubungan antara Eksekutif dan Legislatif. Dalam sistem ini, Badan Eksekutif dan pemerintah terdiri dari Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dibantu oleh para mentri. 

3. Demokrasi dengan sistem Reperendum 

Dalam sistem ini tugas Badan Legislatif selalu berada dalam pengawasan rakyat. Pengawasan ini dilaksankan dalam bentuk Reperendum yaitu, pemungutan suara langsung oleh rakyat tanpa melalui Badan Legislatif.
Nilai-nilai Demokrasi tersebut antara lain : 

1. Menyelesaikan perselisihan dengan cara damai 

2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah 

3. Menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur dan jujur 

4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai seminimal mungkin 

5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keaneka-ragaman 

6. Menjamin tetap tegaknya keadilan.
prinsip- prinsip sebagai berikut : 

1. Pemerintahan yang berdasarkan konstitusi 

2. Pemilu yang bebas, jujur, dan adil 

3. Dijaminnya HAM 

4. Persamaan kedudukan didepan hukum 

5. Peradilan yang bebas dan tidak memikat 

6. Kebebasan berserikat / berorganisasi dan mengeluarkan pendapat 

7. Kebebasan pers / media massa.

B. PENGERTIAN DEMOKRASI PENDIDIKAN
Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan dankebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pendidikanmerupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang. Apabila orang berpendidikan baik maka akan berdampak baik juga bagi kehidupannya dannegara. Pendidikan merupakan bagian dari kebudayaan dan peradabanmanusia yang terus berkembang.Tujuan Pendidikan Nasional harus sesuai dengan Tap MPRS NoXXVI/MPRS/1966 tentang Agama, pendidikan dan kebudayaan, sehinggadirumuskan bahwa tujuan dari pendidikan adalah membentuk manusiaPancasila sejati berdasarkan pembukaan UUD 1945. Dalam UU No. 2 tahun1989 juga ditegaskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskankehidupan bangsa serta mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, denganartian bahwa manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME,memiliki budi pekerti luhur, memiliki keterampilan dan pengetahuan,kesehatan jasmani dan rohani, memiliki pribadi yang baik, mandiri danmemiliki rasa tanggung jawab kemasyarakatan, kebangsaan (Alfionita, 2015).Pengertian demokrasi sendiri adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat(kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negaratersebut. Demokrasi dapat diartikan sebagai suatu pemerintahan dimana rakyatmemegang suatu peranan yang sangat menentukan. Nilai-nilai demokrasi perluditanamkan pada generasi muda agar terbentuk generasi yang demokratis.Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara memiliki pengertian bahwa apadatingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokokmengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karenakebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.
Tujuan dan Fungsi Pendidikan Demokrasi

Tujuan pendidikan demokrasi adalah untuk mempersiapkan wargamasyarakat berpikir kritis dan berpikir demokratis. Namun demikian dalamkaitan dengan pendidikan, persoalan yang muncul adalah mungkinkah pendidikan demokrasi dilangsungkan dalam suasana sekolah yang sangat birokratis, hirairkis-sentralistis dan elitis.Dengan demikian tampaklah bahwa demokrasi pendidikan merupakan pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama di dalam berlangsungnya proses pendidikan antara pendidik dan anak didik, serta juga dengan pengeola pendidikan.Karena itulah demokrasi pendidikan dalam pengertian yang lebih luas, patut selalu dianalisis sehingga memberikan manfaat dalam praktek kehidupandan pendidikan yang paling tidak mengandung hak-hak sebagai berikut.

Prinsip-Prinsip Demokrasi dalam Pendidikan

Dalam setiap pelaksanaan pendidikan selalu terkait dengan masalah-masalah antara lain:

1.Hak asasi setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan;
2.Kesempatan yang sama bagi warga negara untuk memperoleh Pendidikan;
3.Hak dan kesempatan atas dasar kemampuan mereka.

ciri ciri penerapan pendidikan demokrasi:
1. Adanya keterbukaan saluran ide dan gagasan, sehingga semua orang bisamenerima informasi seoptimal mungkin
2. Memberikan kepercayaan kepada individu-individu dan kelompok dengankapasitas yang mereka miliki untuk menyelesaikan berbagai persoalansekolah 

3. Menyampaikan kritik sebagai hasil analisis dalam proses penyampaianevaluasi terhadap ide-ide, problem-problem dan berbagai kebijakan yangdi keluarkan sekolah
4. Memperlihatkan kepedulian terhadap kesejahteraan orang lain dan persoalan-persoalan public

5. Ada kepedulian terhadap harga diri, hak-hak individu dan minoritas
6. Pemahaman bahwa demokrasi yang dikembangkan belumlahmencerminkan demokerasi yang di idealkan, sehingga demokrasi harusterus dikembangkan
7. Terdapat sebuah institusi yang dapat terus mempromosikan danmengembangkan cara-cara hidup demokrasi.

BAB V 
HAM DAN RULE OF LAW

A. PENGERTIAN HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Hak Asasi Manusia atau sering disebut dengan HAM merupakan hak atau sesuatu yang harus kita dapatkan dan melekat pada diri manusia tanpa memandang ras,agama,suku,bangsa,jenis kelamin yang bersifat kodratif dan fundamental sebagai sesuatu anugrah yang iberikan oleh Allah yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat atau Negara,tanpa diwakilkan kepada orang lain dan berlaku dimanapun,kapanpun dan kepada siapapun. Sedangkan didalam Unang-Undang yang membahas tentang Hak Asasi Manusia dipaparkan bahwa pengertian Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat yang pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara,hukum, Pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM Landasan Hukum Hak Asasi Manusia.
       Macam-Macam HAM 

Dalam UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, terdapat beberapa macam HAM sebagai berikut:

1) Hak untuk hidup,yang meliputi hak untuk mempertahankan hidup, meningkatkan taraf 

hidup, hidup tenteram, damai, bahagia,sejahtera dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. 
2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, meliputi hak membentuk keluarga dan 

     melanjutkan keturunan melalui perkawinan 

3)  Hak mengembangkan diri, meliputi hak memenuhi kebutuhan dasar, perlindungan bagi 

    pengembangan pribadi, memperoleh manfaat IPTEK, berkomunikasi dan memperoleh 

      informasi, memperjuangkan hak pengembangan diri dan hak untuk melakukan pekerjaan sosial. 
4) Hak memperoleleh keadilan, meliputi hak memperoleh keadilan, dianggap tidak bersalah, mendapatkan bantuan hokum, tidak dituntut dua kali dalam perkara yang sama, dan hak tidak dirampas seluruh harta bendanya 

5)  Hak Atas Kebebasan Pribadi, meliputi hak untuk tidak diperbudak keutuhan pribadi, 
         bebas memeluk agama dan kepercayaannya, keyakinan politik, berserikat, menyampaikan 

         pendapat, status kewarganegaraan dan bebas bergerak dan bertempat tinggal. 
6) Hak Atas Rasa Aman, meliputi Hak suaka, hak rasa aman, tidak diganggu tempat 

         kediaman, rahasia surat menyurat, bebas dari penyiksaan, tidak ditangkap sewenang- 

         wenang dan hidup damai dan tentram 

7) Hak Atas Kesejahteraan meliputi, Hak mempunyai milik, tidak dirampas hak miliknya, 

         pekerjaan yang layak dan upah yang adil, mendirikan serikat pekerja, tempat tinggal yang 

         layak, jaminan sosial dan hak perawatan, pendidikan, dan bantuan hukum bagi lansia dan 

         orang cacat
Bentuk-Bentuk Pelanggaran Terhadap Hak Asasi Manusia                                                                                                                            a.Pelanggaran HAM di dalam keluarga 

* Mengeksploitasi anak untuk bekerja tanpa mempertimbangkan kondisi fisik 

dan mental anak 

* Melarang anak untuk belajar dan menuntut ilmu 

b. Pelanggaran HAM di Masyarakat 

* Menghalangi kebebasan seorang pemeluk agama untuk beribadah 

* Melalukan pencurian atau pengambilan paksa hak orang lain 

c. Pelanggaran HAM di sekolah 

* Mengganggu siswa lain dengan mengejek, mencemooh, dan menyiksanya. 

* Seorang guru melakukan hukuman fisik pada muridnya seperti dijewer, 

dipukul, dan sebagainya.
A. PENGERTIAN RULE OF LAW

Rule of law merupakan istilah asing yang sering digunakan dikalangan masyarakat. 

Istilah ini cukup populer dan tak jarang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang 

berhubungan dengan penegakan hukum, supremasi hukum atau perlindungan HAM. 

Oleh karena itu, istilah rule of law terkenal dikalangan hukum dan di dalam masyarakat luas. Rule of law merupakan suatu dokrin hukum yang mulai muncul 

pada abad ke 19 yang bersamaan dengan lahirnya negara konstitusi dan demokrasi. Rule of law lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dalam penyelenggaraan dan sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya. memaparkan istilah The Rule of Law ditemukan dalam buku Albert Venn Dicey yang berjudul Introduction To The Study Of The Constitution . Di dalam buku yang banyak dipakai dalam kajian mengenai negara hukum ini, Dicey menjelaskan keunikan cara berhukum orang-orang Inggris yang menganut sistem common law. Dari cara berhukum tersebut Dicey menjadikannya sebagai sebuah konsep The Rule of Law dimana masyarakat dan pemerintah taat dan patuh kepada hukum sehingga ketertiban dapat dinikmati bersama-sama yang tidak ditemukan di beberapa negara Eropa lainnya . 

Berdasarkan pengertiannya, menurut Friedman sebagaimana dikutip Hartono , membedakan rule of law menjadi 2 yaitu pengertian secara formal dan 

pengertian secara hakiki. Dalam arti formal, rule of law berarti organised public power atau kekuasaan umum yang terorganisasi, di mana setiap organisasi hukum (termasuk organisasi yang disebut negara), mempunyai rule of law. Dengan demikian kita dapat berbicara tentang rule of law di negara mana saja, baik di negara liberalis, 

sosialis/komunis ataupun negara Pancasila. Sedangkan, dalam arti hakiki (materiil), rule of law berarti menyangkut ukuran tentang hukum yang baik dan hukum yang buruk . Tetapi, karena di sini berbicara masalah keadilan, maka tidak mungkin mencapai suatu perumusan tentang rule of law yang berlaku universal, karena keadilanpun merupakan suatu pengertian yang relatif. Sesuatu yang dirasakan adil oleh sesuatu masyarakat atau bangsa, belum tentu dirasakan adil oleh masyarakat atau bangsa lainnya. Itu sebabnya lebih baik kita menjauhkan diri dari perdebatan makna adil secara generalis. Bahkan makna adil secara netral pun tidak mungkin diajukan 
             Prinsip-Prinsip Rule of Law 

* Prinsip-Prinsip Rule Of Law Secara Formal Di Indonesia 

Negara Indonesia memiliki prinsip-prinsip Rule Of Law secara formal yang 

tertera di dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan: 

1. Bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa,………..karena tidak sesuai dengan 

perikemanusiaan dan “peri keadilan” 

2. …………..kemerdekaan Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, “adil” dan 

makmur 

3. …………..untuk memajukan “kesejahteraan umum”, ……….dan “keadilan 

sosial” 

4. ………….disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam “Undang- 

Undang Dasar Negara Indonesia” 

5. …………”kemanusiaan yang adil dan beradab” 

6. ………..serta dengan mewujudkan suatu “keadilan sosial” bagi seluruh rakyat 

Indonesia 

Prinsip-prinsip tersebut pada hakikatnya merupakan jaminan secara resmi atau 

formal terhadap “rasa keadilan” bagi seluruh rakyat Indonesia dan juga “keadilansecara memuaskan bagi seluruh kelompok Masyarakat.
BAB VI 
ANTI PERUNDUNGAN

A. PENGERTIAN PERUNDUNGAN

Perundungan adalah perilaku agresif yang tidak diinginkan di antara anak usia sekolah. Namun, tak jarang juga perundungan terjadi pada orang dewasa. Perundungan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara korban dan pelaku. Orang yang melakukan perundungan biasanya berasal dari status sosial atau posisi kekuasaan yang lebih tinggi.Sementara korban perundungan biasanya adalah anak-anak yang berasal dari masyarakat terpinggirkan, anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah, anak-anak dengan penampilan atau ukuran tubuh yang berbeda, anak-anak penyandang disabilitas, atau anak-anak migran dan pengungsi.Perilaku perundungan juga sering diulangi, atau memiliki potensi untuk diulangi dari waktu ke waktu.
Jenis-jenis Perundungan

1. Perundungan Verbal

Perundungan secara verbal adalah mengatakan atau menulis hal-hal yang jahat. Perundungan verbal meliputi:

1. Menggoda.

2. Memberi nama panggilan yang menghina.

3. Komentar seksual yang tidak pantas.

4. Mengejek.

Mengancam akan membuat kerusakan atau kejahatan.

2. Perundungan Sosial

Perundungan sosial, terkadang disebut sebagai intimidasi relasional, melibatkan perusakan reputasi atau hubungan seseorang. Perundungan sosial meliputi:

1. Meninggalkan seseorang dengan sengaja.

2. Memberitahu anak-anak lain untuk tidak berteman dengan orang yang ingin dirundung.

3. Menyebarkan gosip tentang seseorang.
4. Mempermalukan seseorang di depan umum.

3. Perundungan Fisik

Perundungan fisik berarti menyakiti tubuh atau harta benda seseorang. Bullying fisik meliputi:

1. Memukul/menendang/mencubit.

2. Meludah.

3. Tersandung/mendorong

4. Mengambil atau menghancurkan barang seseorang.

5. Membuat gerakan tangan yang kejam atau kasar.
Korban perundungan dapat mengalami:

1. Takut pergi ke sekolah

2. Takut naik bus

3. Takut menggunakan kamar mandi sekolah

4. Takut sendirian di lorong sekolah

5. Sulit fokus di sekolah.

6. Takut

7. Depresi

8. Kesepian

9. Kecemasan

10. Rendah diri

11. Penyakit fisik

12. Pikiran bunuh diri.

BAB VII 
 ANTI KEKERASAN SEKSUAL

A. PENGERTIAN KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.Pelecehan seksual biasanya terjadi karena adanya keinginan dari pelaku dan adanya kesempatan untuk melakukan pelecehan serta adanya stimulus dari korban yang memancing terdorongnya perilaku melecehkan. Pelecehan seksual terjadi ketika pelaku mempunyai kekuasaan yang lebih dari pada korban. Kekerasan terhadap perempuan dalam Undang-undang tersebut didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau psikologis.
Cara menghindari pelecehan seksual yang bisa kamu terapkan. 

 1.Jangan Percaya Penuh

Ilustrasi Seorang Wanita Duduk di Depan Laptop dan Seorang Pria yang Berdiri di BelakangnyaSebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Akan tetapi, bukan berarti kamu bisa menaruh rasa percaya sepenuhnya, apalagi terhadap orang yang baru ditemui.Jadi, untuk menghindari pelecehan seksual, akan lebih baik bila kamu sedikit menjaga jarak dengan mereka yang bukan anggota keluarga atau kerabat yang benar-benar deka

2.Hindari Obrolan Berbau Porno 

 Obrolan berbau pornografi dapat membuat orang lain berpikir bahwa kamu terbiasa dengan halhal yang berbau seksual.Oleh sebab itu, hindari obrolan yang terlalu menjurus ke arah pornografi, terutama dengan orang yang baru dikenal. Dikhawatirkan, lawan bicara sengaja memancing obrolanpanjang agar ujung-ujungnya bisa membuat kamu terbawa suasana sehingga tanpa sadar berbicara hal-hal berbau porno. 

 3.Kuasai Beberapa Metode Melumpuhkan Lawan

Ilustrasi Tindakan Kejahatan SeksualWalaupun sering diidentikan sebagai kelompok lemah, wanita harus bisa memberikan perlawan kepada pelaku tindak kejahatan seksual. 

4 Berani Bersikap Tegas

Kamu tidak dilarang untuk bersikap ramah kepada siapa pun. Namun, kamu tetap harus menjaga image diri agar tidak dicap sebagai orang yang selalu berpikiran dan bersikap terbuka terhadap hal apa pun, apalagi bila berurusan dengan orang yang baru dikenal.

5.Bersikap Percaya Diri 

Menurut salah satu komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah Tardi, wanita yang terlihat tidak percaya diri dan tampak lemah lebih berisiko mengalami kekerasan seksual ketimbang mereka yang percaya diri. 
6. Mempersiapkan Alat Pelindung Diri

Di tengah banyaknya laporan terkait kekerasan seksual, maka setiap orang harus lebih 

mempersiapkan diri agar terhindar dari masalah tersebut. Salah satu bentuk persiapannya adalah 

membawa alat perlindungan diri seperti semprotan cabe atau alat setrum di dalam tas.Alat-alat 

tersebut dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan terburuk ketika menghadapi kekerasan 

dalam bentuk apa pun, termasuk kekerasan seksual.Pelecehan seksual dapat terjadi pada siapa 

saja dan di mana saja. Baik pria maupun wanita, keduanya sama-sama berisiko mengalami perilaku

bejat tersebut.
Jenis-Jenis Perilaku Kekerasan Seksual

Berdasarkan jenisnya, kekerasan dapat digolongkan menjadi kekerasan seksual yang bisa dilakukan secara:

1. Verbal.

2. Nonfisik.

3. Fisik.

4. Daring atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.



